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ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dalam pembuatan akta hibah, dengan fokus pada implikasi sengketa
hukum yang terlihat pada Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya jumlah sengketa terkait akta
hibah di Indonesia yang menunjukkan belum optimalnya peran Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin keabsahan dan legalitas dokumen. Kondisi
ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana regulasi mengatur peran dan
tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah, serta bagaimana
permasalahan hukum yang muncul dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus
perkara sengketa akta hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi
dokumen, wawancara, dan literatur hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa
tanggung jawab utama PPAT dalam pembuatan akta hibah mencakup syarat formil
dan materiil sesuai PP No. 37/1998, KUH Perdata, dan KHI, termasuk verifikasi
dokumen, identitas, status tanah, serta persetujuan ahli waris. Sengketa dalam
Putusan No. 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr, timbul akibat dugaan hibah fiktif dan
kurangnya kehati-hatian PPAT, namun penggugat PPAT tidak dapat dibuktikan
dan akta hibah secara administratif telah memenui syarat.Hakim menyatakan
gugatan tidak diterima karena cacat formil Penelitian ini menyarankan agar PPAT
lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan lebih proaktif dalam mencegah
potensi sengketa hukum terkait hibah tanah.

Kata Kunci: PPAT, Akta Hibah, Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr.
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ABSTRACT

This study discusses the role and responsibility of the Land Deed Official
(PPAT) in the creation of grant deeds, focusing on the legal dispute implications
evident in Decision Number 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr. The issue addressed is
the high number of disputes related to grant deeds in Indonesia, indicating the
less than optimal role of PPAT in ensuring the authenticity and legality of
documents. This condition raises questions about how regulations govern the
role and responsibilities of PPAT in preparing grant deeds and how legal issues
are considered by judges in resolving disputes over these deeds. The research
method used is a qualitative descriptive approach, with data collected through
document studies, interviews, and legal literature. The study finds that the
primary responsibilities of PPAT in preparing grant deeds include both formal
and material requirements according to Government Regulation No. 37/1998,
Civil Code, and Compilation of Islamic Law (KHI), such as document
verification, identity checks, land status, and heirs' consent. Disputes in
Decision No. 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr arose due to allegations of fictitious
grants and lack of PPAT s caution; however, the plaintiff's claims against PPAT
could not be proven, and the grant deed had met administrative requirements.
The judge ruled the claim inadmissible due to formal defects. This study
recommends that PPAT exercise greater caution in performing their duties and
be more proactive in preventing potential legal disputes related to land grants.

Keywords: PPAT, Gift Deed, Court Decision No. 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr.
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